
Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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PUTUSAN

Nomor: 445/Pdt.G/2014/PA.Clg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili 

perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah 

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, Umur 38 tahun, Pendidikan SD, Agama Islam, pekerjaan 

Tukang Ojek, tempat kediaman di Kota Cilegon, 

selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, Umur 45 tahun, Pendidikan SD, Agama Islam, Pekerjaan 

Mengurus Rumah Tangga, alamat di Kota Cilegon, 

selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut; 

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di 

persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor: 445/Pdt.G/2014/

PA.Clg., tanggal 7 Agustus 2014 telah mengajukan cerai talak dengan 

alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 18 Nopember 2005, Pemohon dengan 

Termohon melangsungkan pernikahan yang ditetapkan Pengadilan 
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Agama Cilegon No. 192/Pdt.P/2009/PA.Clg tanggal 29 Desember 

2009).

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon  dengan Termohon  

telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum 

dikaruniai  keturunan;

3. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon 

rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 mulai terjadi 

perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh:

a. Termohon tidak bisa memberikan keturunan;

b. Pemohon ingin sekali mempunyai keturunan;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan 

antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak April 2014.

5. Bahwa, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah 

demikian adanya, sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan 

namun tidak berhasil, maka atas dasar itu Pemohon memilih 

bercerai dengan Termohon.

6. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul 

akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua 

Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan 

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 

terhadap Termohon;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan, 

Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedang 

Termohon tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk 
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menghadap sebagai wakilnya/ kuasanya yang sah dan tidak mengajukan 

eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relaas Panggilan 

Nomor: 445/Pdt.G/2014/PA.Clg., tanggal 13 Agustus 2014, tanggal 20 

Agustus 2014 dan tanggal 27 Agustus 2014 yang diperiksa di muka 

persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut 

serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara 

hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan tidak hadir 

Termohon, namun demikian, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon 

agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil karena 

Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon. 

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap 

pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, 

diawali pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan 

oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Pemohon telah 

mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa fotokopi Penetapan Pengadilan 

Agama Cilegon No. 192/Pdt.P/2009/PA.Clg tanggal 29 Desember 2009 

(bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga 

mengajukan pihak keluarga dan orang dekat dengannya bernama Ya’kub 

Irawan bin Saliman dan Syahyadi bin Rafik, telah memberi keterangan 

secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

• Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, 

namun sejak lebih kurang satu tahun lalu rumah tangga Pemohon 

dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan 

dan pertengkaran;

• Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon tidak bisa 

memberikan keturunan padahal Pemohon menginkannya;
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• Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan April tahun 2014 

sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang;

• Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Pemohon untuk 

mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak 

berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon di 

persidangan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan akhir yang 

pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon permohonan 

Pemohon dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk 

kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang 

tidak terpisahkan serta isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan 

dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon 

adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan cerai talak dengan 

alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus 

sebagaimana tersebut dalam permohonannya, dalam halmana, alasan 

seperti itu diperkenankan oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di 

Indonesia tahun 1991. Dengan demikian, permohonan Pemohon dapat 

dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan untuk 

pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara 

resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap 

panggilan mana, Pemohon hadir secara inperson, sedangkan Termohon 
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tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau 

kuasanya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, dan 

ketidakhadiran Termohon di persidangan tidak mempunyai alasan yang 

sah secara hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, 

Termohon dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan 

dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut berakibat 

tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 2 

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2008 

dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil 

permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah 

berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasehat kepada 

Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak 

berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon. Dengan 

demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 

tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 

1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 

Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Pemohon 

telah mengajukan bukti P, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan 

materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Dari bukti tersebut Majelis 

Hakim berpendapat, Pemohon telah berhasil membuktikan adanya 

hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan 

Termohon dan dari bukti tersebut, Pemohon dianggap sebagai pihak yang 

berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in justicio);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
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Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-

Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah keduakalinya dengan 

Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan 

keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Pemohon bernama Ya’kub 

Irawan bin Saliman dan Syahyadi bin Rafik dalam halmana mereka itu 

didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan 

keterangan. Dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan 

yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan 

pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta secara faktual 

Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah sebagaimana 

layaknya suami-isteri. Saksi-saksi tersebut menerangkan pihak keluarga 

telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. 

Dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di 

persidangan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon 

bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, 

majelis hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan 

Termohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-

menerus dan secara faktual, Pemohon dan Termohon telah berpisah 

tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis 

Hakim berpendapat, dalil permohonan Pemohon yang menerangkan 

adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon 

dan Termohon, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah 

berupaya melakukan perdamaian dengan cara memberi nasehat kepada 

Pemohon untuk menyelesaikan permalahan ini secara damai, akan tetapi 

Pemohon tetap menyatakan tetap pada prinsipnya untuk bercerai, bahkan 

bermohon supaya permohonannya dikabulkan. Dengan demikian, Majelis 
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Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-

benar telah pecah dan tidak harmonis lagi (broken marriage);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam 

keadaan seperti itu, tentu akan menimbulkan tekanan batin bagi Pemohon 

sehingga tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, 

mawaddah dan rahmah tentu tidak akan pernah tercapai. Satu-satunya 

jalan kemaslahatan bagi Pemohon, menurut pendapat Majelis Hakim 

adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

tersebut di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil permohonan 

Pemohon telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Pemohon telah 

memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 

tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia 

tahun 1991 serta dalil permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan 

hukum, maka dengan mempertimbangkan Pasal 125-126 HIR, 

permohonan Pemohon patut dikabulkan secara verstek dengan memberi 

izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap 

Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk menyampaikan salinan 

putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat 

nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat 

dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat 

dalam sebuah daftar perceraian, maka dengan mempertimbangkan 

tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat di mana mereka itu 

melangsungkan pernikahan, maka dengan demikian, oleh karena perkara 

ini adalah permohonan Cerai talak, maka Panitera Pengadilan Agama 

Cilegon diperintahkan untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar 
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Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Grogol 

Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 

Nomor 50 tahun 2009, Pemohon dibebankan membayar semua biaya 

perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang–undangan yang berlaku dan 

hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut 

untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon ) untuk menjatuhkan 

talak satu raj’i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang 

Pengadilan Agama Cilegon;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk 

mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada 

Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Grogol Kota Cilegon;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini 

sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang 

dilangsungkan pada hari  Selasa tanggal 2 September 2014 Masehi, 

bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaedah 1435 Hijriyah, oleh Drs. Muslim, 

SH., MA., sebagai Ketua Majelis, Away Awaludin, S.Ag., M.Hum., dan 

Syakaromilah, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan 

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga 

oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh H. A. Hanafi, BA., sebagai Panitera Pengganti, serta 

dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. Drs. Muslim, SH., MA.

Hakim Anggota,

Syakaromilah, SH., MH.
Panitera Pengganti

H.A.Hanafi, BA.

Perincian biaya:
1. Pendaftaran Rp.      30.000,-
2. Proses Rp.      50.000,-
3. Panggilan Rp.     240.000,-
4. Redaksi Rp.        5.000,-
5. Materai Rp.        6.000,-
    Jumlah Rp.    331.000,-
    (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);            

                       Hlm 9 dari 9 Put. No. 445/Pdt.G/2014/PA Clg       
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